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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI RE.JANG LEB0NG 
N0M0R /'f TAHUN 2018 

TENTANO 

TATA CARA PEROESERAN ANGGARAN BELANJA 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANO LEBONO, 

bahwa uncuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan 
Mentcri Dalam Negeri Nomor I 3 Tahun 2006 centang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaJmana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Me1ueri Dalarn Negeri Nomor 21_ 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten 
Dalam Negeri Nomor l 3 Tahun 2006 ten tang Ped om an Pengelolaan 
Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pergesenm Anggaran Belanja. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik lndonesla Ta.hun 
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa.n 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Ncpotisme (Lembaran Negara Republik Indones ia Tabun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lemba.J1Ul Negar a. Republik (ndonesia Nomor 4286); 

4. Undang- undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negll.l'll Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolnan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembnran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 20 I I ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 201 l Nomor 82, Tambahan Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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Menetapkan 
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~g-Undan_g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
U a~r sebaga1mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Rn ang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

epubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) · ' 8

· Peraturan Pemerintab Nomor 20 Tahun °1968 tentang Berlakunya 
Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan 
Pemerin tahan di Propins i Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2854); ' 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
l<euangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor \ 3 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Ta hun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 
Nomor 310); 

l I . Peraturan Memeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 S tcntang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan S usunan Perangknt Daerah Kabupaten Rejang Lcbong 
(Lembaran Daerah l(abupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 
118); 

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Ta.h un 2017 1entang Pokok-Pokok 
Pengclolaan Keuangan Daerah (1.embaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Rejang Lcbong Nomor 9). 

MEMUTUSKAN ; 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN 
ANGGARAN BELANJA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lcbong. 
2. Pemerintah Daerah adalab Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerab otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
4. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dislngkat DPRD adalah 

Dewan Pern-akila.n Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana kcuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sena ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
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7. Tim Angganu, Pe • 
aJ h · 

. menntah Dacrah yang selanjutnya disingkat TAPD ad 8 um 

t':':ai,d'befruk dengan Keputusan Bupati dAn dipimpin oleh Se~tttris 

/pe aksana tugas Sektttaris Dacrah yang mcmpunyai tugas menyiapkan 

:,na melaksana~ kebijakan Bupati dalam rangka penyusunai:i APBD .Yang 

ggo_tn.nya terd1n dari pejabal perencana daerah PPKD dan peJabat lrunnya 

scsua, kebutuban. • 

8· Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingl<at SKPD adalah 

perangkat daerab pada Pemerintah Oacrah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 
9· Satuan Kerja Pengclolaan Kcua.ngan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah perangkat daerab pada pemerintah daerah selakU pengguna 

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah 

10. Pejabat Pengelola Kcuangan Dacrah yang selanjutnya disingkat PPKD_ adalah 

Kepala Satunn Kerja Pengelola Keuangan Oaemh yang mempunyai tugas 

mclaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagAi bendaltnro umum 

daerah. 
1 I. Pengguna Angganu, adalah pej abnt pemegang kekuasaan pcnggunaan anggaran 

untulc melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sntuan Kerjn Perangkat Daerah yang 

sclanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatBn 

don belanja yang digunakan sebagai d•sar pelaksanaan angg.aran olch 

Pengguna Anggaran. 
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kcrja Perangkat Dacrah 

yang selanjutnya disingkat OPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pcrubahan pendapouu, dan belru,jo yru,g digunllkOJ1 seb,ignJ dasar pelaksanaru, 

perubahan angga.ran oleh Pengguna Angga.ran. . 

14 . Pergeseran Anggaran adalah perubnhan dan/atau pergcscran anggaran belanJa 

yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPO baik berupa penambahan dan/atau 

pengu rangan yang berkenaan dengan pergeseran anggaran an tar obyek belanja 

da.Jam jcnis bclanjn berkenaan, pergesernn anggnran antar rmcian obyek 

belanja dalam obYek belanja berkenaan dan/atau pergeseran/perubahan 

uraian dalrun rincian obyek belanja bcrkenaan, yang dapat mengakibatkan 

kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD. 

BAB JI 
PRINSIP P£RO£SERAN ANOOARAN 

Pasal 2 

Pergeseran anggamn belanja dilaJ«tkan apabila: 

a. terjadi kesalaltan dalam penempatan obyek bclartja, rincian obyek belanja 

dan/atau ura,an dalam rincian obyck belanja yang dapal mengakibatkan tidak 

terlaksananya kegiatan a tau tidak lercapnJnya target kinerja kegiatan; 

b . terdapat kesalahan tcknis administrasi, bttik angka maupun hurur; dan 

c. penyesuaian terhadap peraturan pcrundang,undangan dan kebijakan 

Pemerintah. 

BABIII 
RUANO UNOKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup pergeseran anggaran belanja meliputi: 

8 • pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; 

b. pergeseran anggaran antat rincian obYek belanja dalam obyek belania 

berkenaan: dan 
-~ 

• · pcrgeseran/perubahan uraian dalam rincia.n obyek belanja berkenaan. 
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BAB IV 
TATA CARA PE:RGESE:RAN ANGGARAN BELANJA 

Pergeseran Bagian Kesatu 
Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan 

Pasal 4 

( I) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan 
sebaga,mana dimaksud dalarn Pasal 3 hurur a dilakukan dengan keten tuan 
sebagai berikut: • 
a. masih dalam jcnis belanja bcrkenaan pada kelompok belanja dan kegjatllil 

yang sa ma; dan 
b. tidak mengu bah nilai pagu jenis belanj a berkenaan sebagaimana yang telah 

tertuang dalam DPA-SKPD. 
(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkena":" 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan Sekretans 
Daerab selaku Ketua TAPD. 

Bagian Kedua 
Pergeseran Anggaran Antar RinciM Qbyek Belanja 

Oalam Obyek Belanja Berkenaan 
Pasal s 

I I) Pergeseran anggaran a mar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkcnaan 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 hurur b, dilaku kan dengan ketentuan 
scbagai berikut: 
a . masih dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja dan kelompOk 

belanja serta kegiatan yang sama; dan 
b . tidak mengubah nilai pagu obyek belanja berkenaan scbagaimana yang telah 

tertuang dalam DPA-SKPD. 
(2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja 

berkenaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan atas persetujuan 
PPKO. 

Bagian Ketiga 
Pergesera.n/Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanj a Berkenaan 

Pasal6 

(I) Pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 hurur c, dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a . masih da.lam rincian obyek belanja berkcnaan pada obyek belanja, jenis 

belanja dan kclompok belanja serta kegiatan yang sama; dan 
b. tidak mengubah nilai pagu rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana 

yang telah tertUang dalam DPA-SKPD. 
(2) Pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan 

sebagnimana dimaksud pada ayat (1 ), dilakukan atas persetujuan PPKD. 

Pasal 7 

(I ) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 
dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Peajabaran APBO Tahun Anggaran 
berkenaan sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam 
Rancangan PeralUJao Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 
berkenaan. 

(2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penarnbahan dan/atau 
pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan APBD. 
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PasalS 

J!'~ cara pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan 
•Ja arkan dalam sislem dan prosedur pergeseran anggarart belanj a sebagaiman~ 

~•rcantum dalam larnpiran yang merupakan bagian tidak ,erpisahkaJl dan 
eraturan Bupati inJ. 

BABV 
KETENTIJAN PENUTUP 

PasaJ 9 

Hal•hal yang belum diatur daJam Peraturan Bupati ini sepanjang mcngenai teknis 
pelaksanaannya, akan diatur lebih Janju t oleh Bupati. 

Pasal JO 

Peraturan Bupati ini berla.ku surut terbitung sejak tasiggal I Januari 
2

0
18

· 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang~ Pcraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Re1ang Lebong. 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggaJ 3 M .. ,. f 2018 

S DAERMf 
ANG l,EBONG, 

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR f(!/ 



I. 

u\MPIRAH : PERATURAN BUPIITI REJIINO LEOONG 
NOMOR t<f T/IIIUN 20 18 
T/INOOAL l hlllllfr 2018 

SlSTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN BEL.\NJA 

KERANOKA HUKUM 

a. Pasal 154 Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah bcberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nomor 21 
Tahun 201 I tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mcn1eri Oalam 
Negcri Nomor I 3 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, menegaskan bahwa : 
l. Peru bah an APBD dapat dilakukan apabila tcrjadj : 

a) perkembangan yang tidak sesuaJ dengan asumsi Kebijakan Umum 
Anggarnn (KUA); 

b) keadaan yang mcnyebabkan harus dilakukan Pergcseran 
Anggaran ant.at unit organisasi, antar keg.iatan, dan antar ,Jenis 
Belanja; 

c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 
sebelum.nya harus digunakan datam tabun berjaJan; 

d) keadaan darurat; dan 
e) keadaan luar biasa. 

2. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan I (satu) kali dalam I (satu) 
tahun anggaran, kecuaH dalam keadaan luar biasa. 

b. Selanjucnya dalam Pasal 160 Peraturan Mentcri Do.lam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 I tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Lentang 
Pedoma•n Pengelotaan Keuangan Daerah, mencgaskan bahwa : 
1. Pergcseran ruiggaran an tar unit organisasi, an tar kegiai,an, dan an tar 

jenis belanja seba.gaimana cl imaksud dalam Pasal 154 ayat (\ ) buruf b 
serta pcrgeseran antar obyek bclanja dalam jcnis belanja dan antar 
rincian ohyek belanja difo,mulasikan dalam DPPA-SKPD; 

2. Pergeseran anr.ar rindan obyek belanja d aJam obyek belanja 
berkenaan dapat dilakukan atas persetuj uan PPKD~ 

3. Pergeseran an tar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan 
dilal<ukan atas persetujuan Sekretaris Oacrah; 

4. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) dilal<ukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya 
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Oaerah tentang pcrubahan 
APBD; 

5. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar 
j cnis belartja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan 
Daerah tentang APBD; 

6. Anggaran yang mcngalami perubahan baik berupa penambahan 
dan/atau pengurangan al<ibat pergeseran anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I), harus dijelaskan dalam kolom keterangan 
Peraturan Bupati ten tang penjabaran APBO; dan 

7. Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 
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II. DESKRIPSI 

a. seiring perjalanan pelaksanaan anggaran tahun berjalan, tidak menutup 
kemungkinan adanya perubahan dan dinamika )'ang berkembang sesuai 
dengan keadaan dan kondisi terkini yang menyebabkan terjadinya suatu 
perubahan pada j umlah anggaran belanja yang 1ercantum dalam APBD 
atau_ adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya 
keb1J.~an pemerintah yang bersifat strategis atau adanya kesalahan tekn•s 
admm,strasi yang menyebabkan harus dilaJrukan pergeseran . anggaran 
a_ntar obyek belanja, antar rincian obyek belanja maupun uraian dalam 
nnc,an obyek belanja sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sebelum 
Perubahan APBD. Dalam rangka tertib ad.ministrasi anggaran, . maka 
apab,la dalam tahun anggaran berjalan terdapat peru bahan Jumlah 
anggaran belanja yang 1crcan1um dalam APBD, untuk pelaksa.naan 
anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggatan: 
Mckanisme demikian perlu diJakukan pcngaturan karcna selama mi 
sctelah APBD ditetapkan, seringkali SKPD mengajukan perubahan atas 
DPA yang telah ditetapkan. Apabila menunggu peruba.han APBD akan 
membutuhkan waktu yang la.ma mengingat e.da.nya rnekanistne 
penganggaran yang harus dilalui sedangkan pada saat itu j uga kegiatan 
harus segcra dila.ksana.kan. Agar pelaksana.an pengelolaan keuang~ 
Daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel serta t.idak menyalah• 
keter1tuar1 peraturan perunda.ng,undangan yang berlalrn, maka 
keberadaan mekanisme yang mengatur tata ca.ta pergeseran anggaran 
belanja yang bersifat operasional ataupun teknis sangat diperlukan 
sehingga tidak menghambat pelaksanaan anggann tahun berjalan. 

b. pergeseran anggaran antar obyek belanja da.lam jcnis belanja berkenaan 
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Oaerah; 

c. pcrgeseran anggaran ar,1-ar rincian obyek belanja dalam obyek bclanja 
berkenaan dilakukan at.as persetujuan PPKD; 

d. pergescran/perubaban urafa.n da.lam rindan obyek belanja berkenaan 
dilakukan atas persctujuan PPKD; dan 

e. pergeseran llJlggllran sebagaimana dimaksud pada huruf b , c dan d 
dila.kukan dengan melakukan petubahan atas Peratumn Bupati tentang 
Penjabaran APBD scbagai dasar p<:laksanaan, untuk selanjutnya 
dianggarkan daJam Rancangan Peraturan Oaerah ten tartg Perubahan 
APBD. 

lfl. PJHAK-PIHAK YANG TERKAIT DJ\LAM PEROESERMI ANOOARAN 

a . Sacuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): 
I. mengevaluasi pclaksa.naan anggaran tahun bcrjalan dalam rangka 

mcngajukan usu Ian pergeseran anggaran: 
2. mengajukan usulan pergeserao anggnran belnnja yang disertai dengan 

rancangan DPPA·S KPD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim 
Anggaran Pemerintah Dnerah (TAPD) melalui PPKD; 

3. menyusun rancangan DPPA-SKPD; dan 
4. mengikuci pembahasan terhadap usu1an pergeseran anggaran belanja 

bersama dengan TAPD. 
b. Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKO) selaku PPKD: 

I. menerima dan menghimpun usulan pergeseran anggaran belanja dari 
SKPD yang disertai raneangan DPPA-SKPD; 

2. menyclenggarakan administrasi p<:laksanaan pergeseran anggaran 
belanja; 

3. menjadwalkan dan mengikuti pembahasan usulan pcrgeseran 
anggaran belanja dengan TAPD: 
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4· mcncrbilkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran 
anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek betanja berkena":n 
dnn PCrgeseran/pcrubahan uraian dalam rincian obyek beJanJa 
berkenaa,, 

5· me~yiapk~ Rancangan Peraturan Bupati lentang Perubahan 
PenJabaran APBD dan; 

~ - mengesahkan rancangan DPPA•SKPD menjadi DPPA·SKPD. 
c. m Anggaran Pemerintah Daerah n'APD): . . 

1. membahas usu lan pcrgeseran anggaran belanja yang d1aJUkan oleh 

SKPD; 
2- menelitl, mengkajl dan memverlfikasi raricangan DPPA-SKPD yang 

diajukan oleh SKPD; dan 
3. dapat mengundang SKPD yang bersangkutan dalam rangka 

pembahasan usulan pergeseran anggaran belanja. 
d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD: 

1. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran 
anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja bcrkenaan; . 

2. menyetujui dim menyerahkan Rancangan Peraturan Bypatl tentang 
Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan; dan 

3. mcmimpin dan mengkoordinasikan TAPD dalam pembahasan 
pcrgeseran anggaran belanja. 

e. Bupati: 
Menetapkan RancangM Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran 
APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Pcnjabaran APBD. 

JV, LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

a. Penyusunan usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD: 
1. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta 

memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah terhadap program/ kcgfatan yang menjadi bidang 
tugasnya dan mulai menyusun rancangan DPPA-SKPD disertai 
alasan/pertimbangan dilakukannya pcrgeseran anggaran; 

2. SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran yang disertru dengan 
rancangan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah mela!ui PPKD; 

3. PPKD menghimpun dan memverifikAsi usuJan ~rgeseran anggaran dt1ri 
SKPD. Apabila terdapat ketidaksesuaian, SKPD harus melakukan 
penye.mpurnaan; dan 

4. PPKD menyerahkan rancangan DPPA-SKPD kepada TAPD untuk 
dilakukan pembahasan . 

b. Pembahasan usuJan pergeseran a,,ggaran: 
I. Sekretarls Daerah bersama Tim TAPD membahas usulan pergeseran 

anggaran belanja; dan 
2. dalam pembahasan TAPD dapat mengundang SKPD terkait untuk 

melakukan pembahasan secara bersama•sama. 
c. Penerbitan pe.rsetujuan pergeseran anggamn: 

I. Sekrctaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD 
menerbitkan surat persetujuan/ penolakan terhadap pergeseran 
anggaran antar obyek bclanja dalam jenis belanja bcrkenaan serta 
memberikan pcrsetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD; dan 

2. PPKD berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat 
persetujuan/penolakan terhadap terhadap p,ergeseran anggaran antar 
rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan 
pergeseran/perubahan urruan dalam rincian obyek belanja berkenaan, 
serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD. 

8 I 
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d. Penyusunan Rancangan Peraturan a ·upati tenta.ng Pcrubahan Penjabaran 
APBO: 
1 • PPl<O berdasarkan surat persetujuan terhadap pergeseran aoggaran 

dan DPPA-.SKPD menyusun Rancangan Peraturan Bupati lentang 
Perubahan Penjabaran APBD dan menyerahkannya kepada Sekretans 
Daerah meJaJui Bagian Administrasj Hukum~ 

2· Sekretaris Daerah menyerahkan Rancangan Pe:raturan Bupati yang 
telah dikaji oleh Bagian i\dministrasi Hukum tersebut kepada Bupat,; 
dan 

3. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Penjabaran APBD meajadi Peracuran Bupati ten tang Perubahan 
Penjabaran APBD. 

e. Pengesahan OPPA-SKPD. 
PPKD mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. 

V. BENTUK FORMAT DOKUME:N PEROESE:RAN ANOOARAN 

a . Dokumen yang digunakan terkait dengan sistem dan prosedur _pergeseran 
anggaran meliputi: 
1. surat usulan pergeseran anggaran dari SKPD; 
2. rincian usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dafam jenis 

belanja. berkenaan; 
3. rincian usuJan pergeseran a.nggaran antar rindan obycJ< bela.nja dalam 

obyek belanja berkenaan; 
4 . rincian usulan pergeseran atau perubahan uraian daJam rincian obyek 

belanja berkenaanj 
5. rancangan OPPA dalrun fo1mat Sistem lnforrnasi Manajemen Kcua,ngan 

Daerah (SIMDA); 
6. surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerab atas pergeseran 

anggaran an tar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; 
7. daftar SKPD yang memerlukan persetujuan Sckret.atis Daerah; 
8. rincian pergcscran anggaran antar obyck belanja dalam jenis belanja 

bcrkenaan atas persetujuan Sekretaris Daerah; 
9. surat per~etujuan/penolakan PPKD atas pergeseran anggaran antar 

rincian obyek belanja daJam obyek belanja berkenaan atau 
pergeseran/pc.rubahan uraian daJrun rincian obyek bclanja berkenaan; 

10. daftar SKPD yang memerlukan persetujuan PPKD; 
IL. rincia.n pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek 

belanja berkenaan atas persetujuan PPKD: dan 
12. rincian pergcseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja 

berkenaan atas pcrsetujuan PPKO. 
b. Dokurnen pergeseran anggaran sebagaimana dlmaksud pada huruf a. di 

atas dapat disesuaikan lebih lanjut menurul kebuluhan dan 
perkcmbangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan. 
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8. BAGAN ALrr< 

J. Pcnyusuoan Usulan Petgescmn An,ggartm dan Rancangan OP'PA-OPD 

UMJAN $KPD SEKOI\ 

l. l{epaJa SKPD mengcvaluas, pC'lak.s.'\naan 
anggara,u lallun bcljalan sena mtmantau 
perl<emba.ngan pelaksanaan kebijakan 
Pemerintah dan Pcmerlntah Daerah tcrhadap 
Prognun/kegiala.n yang menjadi bldang 
lugasnya dan mulai 1'11enyus.un rancangan 
OPPA·SKPO (fonna.t SIMOAJ dlscnai 
a1asan/pertimb.a.ngan dilakukannya. pC"rgcscran 
aoggaran. 

2. SKPD mengajukan usu.Jan pcrgescran a.nggarn.n 
yang disertaJ dengan rn.ncMgan OPi,A--SKPO 
kepada Sc:krctaris Oaerah mc.la1ui PPKD 

3 . PPKD menghimpun d~n memverjfika,i usu.I~ 
pergeseran an.ggwnn dari SKPD. Apabahi 
terdapat kelldaksesui:i.ian, SKPO h::i.rus 
melakukan pcnyempumaan. 

4. PPKD menyerahkan rancangan OPPA-SKPO 
kcpada TAPD unnik d ilakukan pemba.hasan 

II 

\J•i..la-" 
Pe~r>1.n Adan 
kMccuig.:u, 
OFPA•~PO 

+ 
IJsullln 

f't:rceseun 
Ane&AtCltl ... 

RlllKMCllfl 
OPPA·SKPO 

PPKD 

U1ul:u"1 
Pttges.eran 
Al'IWl"fl l'I 

dan 
Ran~,1ngan 
OPPA·SKPO 
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JJ. Pcmbahasan Usulan Pergcseran Anggaron 

URAIAN SEKDA TAPD 

I , Sekretads Dacrah bcr-sama TAPO membaha!S Os1,1?an Ptt-u.sulan pergescran anggamn, A~dAA 
Ranc•AP" DPrA-

SKPD 

I 

2. Dalnm pembahasan TAPD dapa.1 mengu,,ctang Pemb.'\hasM 
SK.PD ltrkait untuk n1cla.kukao pcmbahasa.n 
bersama•sama 

lbtil Ren:l~,• .w..n 
atalll U•1dan 
~~r.m 

Atlf:ll..,..,,. d .111 
lt,e.neMi,:11-n OPP-'· 

SKI'D 

~ 
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m. Pcncrbitan Persctujunn Pcrgescrarl Angga.ran 

URAIAN 

J • Sek.ret.an o 
pembaha~ aerah berdasarkan basil 
menerbitkan deng.an TAPO 

surat 
persetujuan/pcnolakan terhadap 
pcrgesera.n . anggaran antar obyek 
beJanja da.18Jl1 Jcnis belanja bc,rkenaan 
serta rnembl:rikan persctujuan 
terh.adap rancangan OPPA-S!-."PO 

2. PPKO berrlasarkan ha.$11 
pembahaSM denga.n 1'APD 
menerbitkQn $U11U 
persdujuail/penol..'lkan ltrhadrip 
terhadap pergese®' a,nggaran antot 
rinciau C>byek belanja dalrun obyck 
bdanja berkcnaM .scrta meml)crikan 
pcrsetujuan u:rhadap ra,1cangan 
DPPA-SKPD, 

:}. PPKO menerbltJmn surat 
pc-rsetltjuan/prnolakan 1erhadap 
pcrgcseran/perubahan umian data.m 
rindan obyek bclanja bt'(kenaa.n 
se,1a membetlkan pcrsetujuan 
terhadap mnca,ngan OP?A·SKPO 

SKPD 

v~ulan 
hrgi:ser4n 

Anggw,1n d.an 
Ranungan OPPA· 

SKPD 
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SEKDA 

11.uil 
Pc:mbe.hGu.n 
11.1,u V•ullU'I 
Pergt,ll"•n 

At1~nd.,n 
R~Aflgan 
oPPA·SKPD 

seiuju 
/tidal< 

Surat 
Pcr$tt\ljuan 
/Penolaka.n .__ ____ ___ 

PPKD 

Surat 
Pernetujuan 
/P<nolal<an 

Surat 
PersctuJuan 
/Peoolakan 



 

• t,nrnn APBD JV. Pcnyusunan R.incangan Pc.raturan Bupati Lcnumg Pc.rubahan PenJa 

UIWAN 

1. PPKD betdasa.rkan surat pcrsctujuan 
lerhada.p pergescran anggaran, 
mcnyusun Rancangan Pcrnluran 
Bupa\i tentang Pcrnbahan Pcnj-abru-an 
APBD dan menycrahka.nnya kepada 
Sekrctarfs Daerah mclalui Bagi.an 
Administrasi Hukum. 

2. Sekrctaris 
Rancangan 
Pcrubahan 
SupQti. 

Dacrah rnenycrahkan 
Peraturru1 Bupo1i ten1nng 
Pt-njaba.rtul APBO kepa.da 

. . tapk.an Rnnc.a.ngan 3 Oupati meoe Pc bahan 
. f'tratum.n BuJ)nti 1cn1an_g ru 

PSO mcnjadl Pt-taturan P-cnjabtlfM A · Pc · baran 
l3\JpaU tentang Pcl'UbahW'I nJa 
APBO. 
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